TIM BATAM POS, Seibeduk

KTIVITAS truk ber-
muatan tanah dan
batu di Bagan, Seibeduk

merusak jalan aspal. Padahal,
jalan di kawasan itu baru
saja dibangun. Kondisi terse-
but sangat mengganggu ba-
hkan membahayakan pengen-

Dibangun,
“Jalan Sudah
Rusak

Baru

dara yang melintas. G
Aminah, warga Kaveling _.

Sungai Daun mengatakan, *«

kerusakan jalan semakin

hari semakin bertambah. “Pa-

ling parah di depan rumah

saya dan Polsek Seibeduk,’

ujar Aminah, Senin (26/20.
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Baru Dibangun, Jalan Sudah Rusak

Sambungan dari hal 9

Dia menuturkan, sebelum
nya pemilik proyvek sudah
memperbaiki kerusakan di
jalan ini. Hanya saja, karena
seringnya kendaraan roda

enam lalu-lalang, menyebab-
kan jalan kembali rusak. Ke-

rusakan terlihat baik di jalan

yang sudah diperbaiki maupun

di titik lainnya. "Truk itu

mondar-mandir hampir pu-
luhan kali. Apa nggak rusak
ini jalan,” keluhnya.
Padahal, kata dia, jalan yang
menghubungkan Kampung

Bagan dengan wilayah lain di

Seibeduk itu, baru saja di-

bangun. “Belum sampai lima

tahun. Jalannya sudah ba-
nyak berlubang,” ungkapnya.
Keluhan juga datang dari

Sulaiman, warga lainnya. Ba-

hkan, kata dia, akﬁvi:a;ER

itu juga sangat membahayakan
p‘enrlgna;alm Sebab, seba-
gian besar truk yang mengang-
kut batu dan dan tanah tanpa
penutup dikhawatirkan akan
menimpa pengendara. “Was-
was juga kalau lagi jalan di
belakangnya,” jelas pria 40
tahun itu.

Untuk itu, warga berharap
keluhan mereka direspons
pihak kecamatan ataupun
kepolisian setempat agar ak

tivitas kendaraan proyek itu
tak sampai menganggu dan
merusak jalan.

Sementara itu, pihak Keca-
matan Seibeduk yang dicoba
konfirmasi enggan membe-
rikan tanggapan. Bahkan Ca-
mat Seibeduk Science Taufik

Rivadi tidak bisa ditemui mau-

pun dikonfirmasi melalui
sambungan telepon.

e "-I i M]ih us I]I L ’

jalan juga terlihat di sepanjang
Jalan Marina City, Batuaji.
Pemicunya sama, yakni akti-
vitas truk pengangkut tanah.
Bahkan sebelum dihentikan
paksa oleh warga, aktivitas
kendaraan proyek dengan
sepuluh roda puluhan kali
hilir mudik di sepanjang Jalan
Marina City ini.

Bergelombang dan
Berlubang
Kualitas jalan di Batam se-
pertinya layak dipertanyakan.
Sebab, meski sudah diper-
baiki, jalan kerap berlubang
dan bergelombang. Apalagi
tak ada perbedaan jalur an-
tara kendaraan biasa dan
trailer, Dimana trailer atau truk
diduga menjadi penyebab
jalanan di Batam rusak.
Kondisi jalan rusak seperti
banyaknya gelombang dapat
dirasakan pengendara yang

__——m.'_ F g

melintas di Jalan Yos Sudarso,
terpatnya di Seraya Atas, Apa-
lagi posisi jalan bergelombang
berada di pengkolan yvang
dapat membahayakan pengen-
dara. “Kalau tak tahu bisa
jatuh. Jalan yang bergelombang
cukup banyak. Apalagi jalur
tersebut sering dilalui trailer-
trailer besar,” terang Iwan,

warga Seipanas, kemarin.

Tidak hanya di lokasi terse-
but, sejumlah pengendara

juga mengeluhkan kondisi

jalan berlubang di Bengkong
Aljabar. Ada belasan lubang
menganga di jalur tersebut,
mulai dari kecil hingga besar
dan dalam.,

“Kalau di jalan kawasan
Bengkong Aljabar jangan di-
tanya. Sudahlah jalannya
tanjakan, banyak lubang lagi.
Pengendara juga kerap se-
enaknya memotong jalan dan
yang sabar akhirnya masuk
lubang,’ jelas pria berusia 23
tahun ini.

Kondisi yang sama juga da-
pat terlihat di Jalan Bunga Raya,
Baloi. Bahkan posisi jalan
bergelombang tu sudah rusak
dan berlubang sehingga bisa
membahayakan pengendara.
Pengendara yang paling riskan
menjadi korban adalah
pengendara sepeda motor.

“pernah hampir jatuh di

sana, karena tak sadar ada
(jalan) gelombang. Waktu itu
malam hari, jalan yang ber-
gelombang tak terlalu kelia-
tan,” imbuh Tommy, warga
Baloi.

Sementara di kawasan Sei-
panas atau tepatnya jalan
Laksamana Bintan jalan rusak
masih ada, meski sudah sering

dikeluhkan warga,

Selain adanya jalan bergelom-
bang, terdapat belasan titik
lubang yang tersebar di tengah
dan pinggir jalan. Mirisnya,
jalan tersebut merupakan
jalur protokol yang kerap dila-
lui wisatawan.

Selain itu, di jalan baru Ba-
tamcenter menuju Bengkong
lewat kawasan Ocarina juga
sudah mulai rusak. Kerusakan
jalan itu kelihatan karena ken-

daraan yang melintasinyaada
yang bertonase berat. Ini ka-
rena aspal terlihat jadi me-
ngambang dan menimbulkan
gelembung di jalan serta aspal

sudah berlubang,.

Sejatinya jalan tersebut

merupakan jalur aternatif
bagi warga Bengkong maupun
dari Batamcentre. Karena se-
lain menghemat waktu tempuh
juga arus lalu lintas belum
terlalu padat dibandingkan
kalau harus lewat Jalan Lak-
samana Bintan.***




Sampah Sumbat Drainase
Akibat Kebiasaan Buruk Warga

SEIBEDUK (BP) - Kebiasaan
sebagian warga Batam yang
masih saja membuang sampah
sembarangan berakibat fatal.
Misalnya di Kecamatan Seibe-
duk. Drainase atau parit utama
dipenuhi sampah yang terlihat
mulai dari Pintu Empat hingga
Simpang Bagan, Seibeduk.

Pantauan Batam Pos, sebagian
besar sampah berupa bungkus
plastik, botol maupun limbah
rumah tangga lainnya. Warga
sekitar mengaku sampah yang
juga berceceran di tepl jalan
itu datang dari pedagang dan
pengendara yang melintas di
jalan tersebut. Mereka mem-
bawa bungkusan-bungkusan
plastik, lalu sambil melintas,
mereka melempar sampah ke
drainase tersebut. "Masih ada
memang warga yang biasa bu-
ang sampah di dalam draina-
se,” ujar Muslimin, warga Pe-
~umnas Seibeduk, Senin (26/2).

Karena kebiasaan burukitu-
lah, lokasi tersebut menjadi

salah satu titik yang sering ter-
kena banjir. Air dari drainase

meluap karena dipenuhi sam-
pah. "Dulu paling parah. Tapi
sekarang sudah berkurang
karena drainase kecil sudah
dikeruk,” katanya.

Camat Seibeduk Science 1au-
fik Riyadi mengakui hal terse-
but. Pola hidup masyarakat
yang sering membuang samp ah
sembarangan menyebabkan
wilayahnya sering terkena ban-
jir. "Kesadaran akan kebersihan
memang masih minim,” ucap
Science, belum lama ini.

Sebelumnya, Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air
(DBM SDA) Kota Batam meru-
runkan satu alat berat untuk
mengeruk drainase, tepatnya
di depan Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU)
hingga di Pintu Tiga, Seibeduk.

Kepala DBM SDA, Yumasnur
mengatakan, normalisasi ter se-
but memang diintensifkan.
Tujuh alat berat seperti long
arm, excavator biasa maupun
ekskavator amphibi diman-
faatkan dan disebar di beber-
apa titik di Batam.(une/rna)



ﬁarangan RT/
RW Berpolitik

BATAMKOTA (BP) - Peraturan Wali Kota (Per-
wako) Nomor 24 Tahun 2017 dipertanyakan esen-
sinya. Sebab dalam perwako tersebut mengatur
tentang perangkat Rukun Tetangga dan Rukun
Warga (RT/RW) yang dilarang terlibat partai politik.
Selain itu, masa jabatan RT/RW juga dibatasi untuk
dua periode.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P.
Sihaloho yang baru saja terpilih sebagai Ketua RW
006, Bengkong Palapa Swadaya, Kelurahan Tanjung

® Baca LARANGAN...Hal 13
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Buntung, Kecamatan Beng-
kong, Minggu (18/2) lalu me-
nilai Perwako Nomor 24 Tahun
2017 menimbulkan keresahan
di tengah masyarakat.

* “Dasar dan landasan per-
wako ini dari mana. Kita belum

punyaperda(peranmdaemh) .

yang mengatur ini. Sementara
Permendagri (Peraturan Men-
teri Dalam Negeri ) Nomor 5
Tahun 2007 jauh di atas Per-
wako malah tidak melarangdan

membicarakan hal tersebut,’
kata Udin, Senin (26/2).

Ia juga melihat ada diskri-
minasi bagi masyarakat. Ke-
tika seorang perangkat RT dan
RW terpilih atau dipilih yang
masuk partai tertentu, se-
perti ada pendiaman dan
pembiaran oleh pihak kelu-
rahan. Sementara RT atau RW
terpilih yang bukan dari par-
tai tersebut malah dihambat

dan dibenturkan dengan Per-

wako Nomor 24 Tahun 2017
tersebut.

e oo W

Larangan RT/RW Berpolitik Dipertahyakan

“Saya sampaikan di pari-
purna, apa yang menjadi da-
sar hukum Wali Kota mengelu-
arkan perwako ini,’ tanya Udin.

Sementara itu, tahun 2019
Indonesia akan menggelar
pesta demokrasi untuk pemi-
lihan legislatif dan pemilihan
presiden. Namun, dengan
adanya perwako tersebut,
membuat hak politik masy-
arakat dibatasi.

“Tentu saja itu (Perwako
Nomor 24 Tahun 2017) me-
nimbulkan keresahan dan

4Ty nﬂﬂ“ﬂf’i_‘;

polemik di tengah masyarakat
Batam,” kata Udin.

Sementara itu, Wakil Wali
Kota Amsakar Achmad menga-
kui seluruh perwako sudah
sesuai dengan aturan hukum
dan yang berlaku. Menurutnya,
selama ini tak ada masalah
soal RT dan RW. “Selama ini
tak ada persoalan. Ada be-

‘raparibuan RT/RW di Batam
ini, selama ini tak ada masa-
lah. Tapi nanti kita akan menge-
cek kembali)” ujar Amsakar.

(rng)
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Bangun Puskesmas
di Mentarau dan
Tembesi

SEKUPANG (BP) - Pemerintah Kota (Pemko)
Batam melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota
Batam berencana menambah dua unit fasilitas
kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas). Namun, rencana pembangunan ini
baru akan direalisasikan untuk tahun 2019 men-
datang.

"Tahun ini sudah ada Tanjunguncang yang mu-
lai melayani pasien. Tahun depan kami bangun
dua lagi rencananya,” kata Kepala Dinkes Batam |
Didi Kusmarjadi, Senin (26/2).

Ia menyebutkan, dua puskesmas tersebut akan
dibangun di Mentarau, Sekupang dan Tembesli,
Batuaji. Dua lokasi ini jumlah penduduknya cu-
kup ramai. Sehingga, penambahan infrastruktur
fasilitas kesehatan dinilai sangat dibutuhkan.

Mantan Direktur RSUD Kepri ini mengungkap-
kan, lahan yang digunakan untuk membangun
puskesmas merupakan lahan fasilitas umum (fa-
sum) di perumahan. "Kemarin kami sudah tinjau
lokasi bersama orang dari Disperakimtan (Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertaman-
an Kota Batam,” terangnya.

Untuk pembangunan satu puskesmas, kata dia,
membutuhkan dana sebesar Rp 6-7 miliar. Ren-
cananya, anggaran itu akan diambil dari Dana
Alokasi Khusus (DAK). ” Jumlah itu untuk (ban-
gunan) fisik saja, belum lagi peralatan medis yang
menghabiskan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk

masing-masing puskesmas,” bebernya.

la menambahkan, saat ini sudah ada 21 pusk-

esmas yang melayani masyarakat yang dibangun
Pemko Batam. Selain itu, keberadaan klini-klinik

juga membantu pemerintah dalam melayani ma-

syarakat. "Idealnya, satu puskesmas itu untuk 30
ribu jiwa penduduk,” terang dia. | &

Didi berharap, usulan penambahan dua pusk-
esmas ini bisa disetujui. "Semakin banyak yang

=
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berobat ke puskesmas tentu akan berdampak

pada pendapatan puskesmas juga,” kata dia.

Sementara itu, Maria, warga Tiban Mentarau
mengaku gembira dengan rencana Pemko Batam
yang akan membangun puskesmas baru di wilayah
tersebut. "Bagi warga yang tak punya BPJS (Kes-
ehatan), kan bisa berobat murah ke puskesmas,

makanya kita dukung,’ ujarnya.(yui/rna)



Kios Liar Menjamur
di Sekeliling Pasar Seken

arkini jadi terlihat amburadul.

PN i i ] hLI[ Sﬂﬂiﬂ
BATUAJI (BP) - Rencana lokasi pasar tersebul, ar) : ¥ :
Pemerintah Kota (Pemko) {25-"'23;{1 o L I;Tflﬁﬂﬂgmuigakﬂ:rﬁ
gl nata ulang Pasz Kehadiran kios liar itu, kata ~ pakiagl o Jene
Batam menata ulang Pasar e menjamur dima-

s eken Aviari di Batuaji sebagai
ikon wisata di Kota Batam
sepertinya akan menemui
hu“}rak []thﬂﬁli]n. Pﬂﬁﬂ]ﬂfﬂ
kawasan pasar yang sudah
cukup populer sebagai pasar
barang bekas terbesar itu,
kini sudah dikelilingi kios liar.
Lingkungan pasar terlihat
kumuh dan tak beraturan.
Informasi yang diterima di
lapangan, menjamumnya kios
liar tersebut dipicu oleh wacana
penataan pasar tersebut.
Warga yang semula ragu-ragu

Mukti, sangat berdampak
pada omset penjualan mer-
eka ataupun wacana pena-
taan pasar tersebut. Untuk
omset akan terpengaruh
karena pelanggan ataupun
pembeli harus terbagi dengan
pemilik kios liar tersebut. Se-
mentara untuk rencana pe-
nataan pasar otomatis akan
terhambat karena di sekeliling
pasar sudah menjamur kios
atau lapak liar tersebut. "Ser-
ba salah memang mau diusir
pun mereka tempati lahan

na-mana. Jadi tak rapi.
Bagaimana pemerintah mau
wujudkan sebagai ikon wi- .
sata kalau kondisi pasarnya .
saja begini,” tutur Djoko.  ©

Pedagang tetap di dalam
pasar seken tersebutberharap
agar wacana penataan itu
secepatnya terealisasi se-
hingga bangunan liar di sekel-
iling pasar tersebut segera
ditertibkan.

"Kalau perlu lahan di luar
pasar ini dijadikan taman
saja sernua, biar rapi dan nya- -

berdagang di sana kembali penghijauan bukan lahan

tergiur sebab pasar tersebut  pasar, dibiarkan malah meng- man lingkungan pasar R -

tentu akan ramai jika dijadikan  hambat kamiyangsewaruko  harap Mukti. -

sebagai ikon wisata di Kota  di dalam pasar ini,” keluh  Camat Batuaji Ridwan saat

Batam. Wargapun berlomba-  Mulkdi. dikonfirmasi mengakui per-
lomba untuk ikutmembangun  Senadadisampaikan Djoko soalan tersebut. Namun
lapak kios hanf meskipun pedagang lainnya. Men- demikian Ridwan tidak mere-
harus menempati i‘ahdn peng-  jamurnya lapak kios barudi  spons berlebihan. Dia bahkan
hi jauan c{: sekeliling pasar seke]ilitrlg komplek pasar belum mengetahuikapan itu
tersebut. "Dulu tak seramai  seken itu juga merusak akanditertibkan.”Kamisudah
ini. Tapi sermen jakadawacana pemadangan pasar seken. diperingati tapi mereka teta
penataan itu malah muncul  Pasar sekenyangseharusnya  bangun. Belum tahu lagi akaﬂ
klf.'jl:b-lf]{ri haru di sgke!ﬂling tertata dengan baik dan han-  ditertibkan. Masih tunggu
PTHI ini,” ujar Mulkti, pemilik ya menempati gedung atau  arahan dari_pimpin " uj
toko pakaian sekendidalam  ruko yang ada di dalam pas-  Ridwan, kemarin {:;;’ e

e



KOMODITAS

Pemko Minta Izin
Impor Beras Khusus

BATAMKOTA (BP) - Pemerintah Kota Batam
tengah menyusun surat permohonan izin impor
beras khusus bagi Batam ke pemerintah pusat.
Dengan adanya izin impor, diharapkan Batam tak
lagi kekurangan stok beras seperti dua bulan
terakhir.

Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad men-
gatakan, surat permohonan izin impor beras khu-
sus Batam masih dalam proses. Namun, sebelum
mengiriman surat itu, pihaknya sudah memberi
informasi awal tentang kondisi kebutuhan beras
di Batam kepada Komisi VI DPR. Yakni, selama
dua bulan, Batam kekurangan hampir 10 ribu ton
beras. "Namun untuk lebih lanjut permintaan itu |
akan kami sampaikan melalui surat. Suratnya |
masih proses, kalau sudah selesai akan langsung
dikirim,” terang Amsakar di Gedung DPRD Kota
Batam, Senin (26/2).

Kondisi Batam yang bukan daerah penghasil,
kata dia, harusnya menjadi pertimbangan pemer-
intah pusat untuk memberi izin impor khusus
tersebut. Sebab, jika izin diberikan, ia bisa men-
jamin stok beras di Batam aman. Selain itu, dari
segi harga juga diperkirakan tak akan di atas
Harga Eceran Tertinggi (HET).

Bahkan, Amsakar berpendapat jika Bulog Divre
Batam juga mempunyai peluang besar mendapat
izin impor beras. ~

"Dalam waktu dekat saya juga ingin mengagen-
dakan pertemuan dengan Bulog. Banyak hal yang

akan saya bahas. Di antaranya tentang stok beras
dan penyaluran raskin (beras sejahtera) ke warga
miskin,” imbuh Amsakar.

‘Batam juga sempat membahas kondisi Bat
dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
(FKPD) dan tim pengendalian inflasi. Dimana,
pada pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa
pada bulan Februari akan terjadi deflasi setelah
pada Januari sempat inflasi. "Nah, kami inginnya
seimbang, tak apa-apa inflasi asal persentasenya
kurang. Jadi seimbang,’ ujar Amsakar.
Menurut dia, dalam pertemuan.tu iuga-ﬂfhahas
tentang kesiapan menjelang Idul Fitri. Dimana
pada saat itu, dipastikan akan terjadi inflasi dan
berpengaruh terhadap harga sej::mlah bahan
pokok, harga tiket dan lainnya. Nah ini yang
harus dicegah, tapi kalau soal tiket, kami tak pu-

nya kebijakan untuk bisa meng dalikannya.
Kziaau untuk harga smhahodmmhm lain;
nya mungkin bisa distrategikan dari sekarang,

imbuh Amsakar.(she)




Properti

Kenaikan NJOP
Pengaruhi Harga

Pemko Harus Penuhi Azas Keadﬂan

BATAMKOTA (BP) - Kenaikan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dip-

rediksi akan memengaruhi nilai
jual properti. Karena nilai NJOP
menjadi dasar dari perhitungan
nilai dari Bea Perolehan Hak, Tanah
dan Bangunan (BPHTB).

“BPHTB diperoleh saat melaku-
kan transaksi pembelian rumabh.
Jai;h tentu akan ada pengaruhnya,”’
kata Ketua Dewan Pimpinan Dae-
rah (DPD) Real Estate Indonesia
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Kenaikan NJOP Pengaruhi Harga Properti

Sambungan oari hal 9

(REI) Batam Achyar Arfan,
Senin (26/2) di Batamcentre.
Namun hal tersebut bukan-
lah sebuah masalah jika ke-
naikannya di daerah yang
memang harga tanahnya su-
dah mahal seperti di Nagoya.
Untuk daerah yang masih
berkembang, NJOP tak perlu
naik.
“Sebenarnya kenaikan NJOP
bukan merupakan masalah
jika menjunjung tinggi asas

keadilan. Dan juga kenaikan
NJOP tidak bisa dipukul rata
untuk semua zona,” jelasnya.

Nilai NJOP menjadi dasar
penentuan dari BPHTB dan
juga Pajak Bumi dan Bangu-

‘nan (PBB). Biasanya nilai-

nya mengikuti kenaikan
harga tanah di pasaran.
Makanya ia sudah berdis-
kusi dengan Pemko Batam
agar segera membuat pen-
tabelan yang memuat
mengenai zonasi NJOP. Tu-
juannya sederhana untuk

menjamin asas keadilan.

“Nilai NJOP untuk daerah
yang sudah terkena pelebaran
jalan tentu berbeda dengan
yang belum. Makanya kami
minta supaya Pemko mende-
tailkannya lebih rinci,” imbuh-:
nya.

Sedangkan pengamat kebi-
jakan ekonomi Batam Gita
Indrawan menyetujui kenai-
kan NJOP tersebut. Alasannya
adalah karena NJOP belum
pernah direvisi, dimana har-
ga tanah Batam di pasaran

naik secara besar-besaran.
“Nilai NJOP tak pernah dire-
visi, sedangkan harga tanah
naik terus,” sebutnya.

Namun kenaikan NJOP

harus diterapkan secara

fleksibel mengikuti harga
tanah dan juga kondisi eko-
nomi per wilayah di Batam.
“Dan tujuannya harus benar-
benar digunakan untuk di-
gunakan, sehingga kenaikan
tersebut diterima karena
menerapkan azas keadilan,
pungkasnya.(leo)



Ditolak Wako, Dewan Jalan Terus

Tujuh Fraksi Sepakat Bentuk Pa

BATAMKOTA (BP) - DPRD
Kota Batam bentuk Panitia
Khusus (Pansus) Pedagang
Kaki Lima (PK-5) pada Rapat
Paripurna, Senin (26/2). Me-
skipun sebelumnya ditolak
Wali Kota Batam Muhammad
Rudi dan meminta agar dip-
ertimbangkan, tapi tujuh
dari sembilan fraksi DPRD
Batam sepakat ranperda ter-

sebut dilanjutkan untuk di-

bahas.

Pada paripurna kemarin,
Erizal Kurai ditetapkan seba-
gai ketua pansus, sementara
Uba Ingan Sigalingging wakil
ketua dan Harmidi selaku

sekretaris pansus. Adapun

ketujuh fraksi yang menerima
untuk dibahas, adalah PDI sebagai komitmen penyelen-
Perjuangan, Gerindra, Demo-  ggaraan daerah. Apalagi kita

nsus Ranperda PK-5

punya Perda Nomor 10 Tahun
2009 tentang pasar, sehingga .
ketika ada penambahan pasal ;

krat, PAN, PKS, Hati Nurani
Bangsa, dan Fraksi Persatuan
Keadilan. Sedangkan dua

fraksi yang menolak adalah tinggal diharmonisasikan di

Nasdem dan Golkar. Perda Pasar, kata Djoko Muly-
“Kita sepakat dengan wali ono dari Fraksi Golkar.

Kota Batam, bahwa penataan Hal senada juga disampaikan

dan pemberdayaan PK-5ha- Fraksi Nasdem yang menilai

Ranperda PK-5 sudah memi-
liki aturan yang jelas, baik di
Perda 10 Tahun 2009, Peraturan

rus sistematis dan terpadu




Wali Kota maupun pada Pera-
turan Presiden dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri. Selain
itu, Nasdem juga melihat Pem-
ko tidak memiliki kewenangan
penempatan lokasi PK-5,
“Kami sepakat dengan Wa-
li Kota untuk dipertimbangkan
kembali, sehingga proses
pemberdayaan dan penataan
PK-5 bisa menggunakan pay-
ung hukum yang sudah ada,”
tutur juru bicara Nasdem Sal-
lon Simatupang.

Ketua Fraksi Gerindra Har-
midi menilai Perda Nomor 10
tahun 2009 tentang pasar tidak
mengatur sepenuhnya tentang
pembiayaan dan pemberdaya-
an PK-5. Diperdatersebutlebih
menegaskan bagaimana upaya
penertiban PK-5, sehingga ke-
tika dilakukan penertiban,
Pemko tidak memiliki solusi
untuk relokasi para pedagang.

“perda Pasar belum sepenuh-

nya mengakomodir langkah
penataan secara utuh, se-
hingga menyebabkan timbul-
nya masalah krusial. Makanya
kami sepakat ditindalklanjuti
di tahap pembahasan sesuai
tata tertib,” katanya.
Mesrawati Tambubolon
dari Fraksi Demokrat sepakat
ranperda ini dilanjutkan
dengan catatan penentuan
lokasi dan batasan-batasan
bagi PK-5. “Kita bisa contoh
Surabaya, yang menyediakan
lokasi bagi PK-5 di pusat per-
belanjaan dan perkantoran.
Mereka diatur sedemikian

rupa sehingga mampu men-
ghasilkan PAD," kata dia.

Pandangan Fraksi PKSyang

dibacakan Rohaizat menga-
takan, penataan dan pembi-
naan PK-5 sudah diatur oleh
berbagai regulasi seperti Per-
pres dan Permedagri. Hanya
saja tidak diakomodir di Per-

da 10 Tahun 2009. Banyak
aturan pusat yang seharusnya
menjadi turunan dari Permen-
dagri dan Perpres tidak dise-
matkan di perda itu. “Apalagi
ini menyangkut menyangkut
hajat hidup orang banyak,’
kata Rohaizat.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota
Batam Amsakar Achmad me-
minta Ranperda PK-5 yang

merupakan inisiatif DPRD Ba-
tam bisa dipertimbangkan
kembali. Sebab, program
pembangunan Batam saat ini
sedang menitikberatkan
pembangunan infrastuktur kota.

Selain itu, ia menilai penataan
PK-5 perlulahan yang memadai,
sementara kewenangan lahan
tidak Pemko Batam. Disisilain,

aturan mengenai penataan dan
pembinaan pedagang kali lima
ini sudah diatur di Perpres,

Permendagri, dan Perwako

Batam.(rng)
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